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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Proses jual beli tanah dapat dikatakan sesuai dan memenuhi asas 

terang dan tunai yang bersumber dari hukum adat apabila proses jual 

beli tanah yang merupakan salah satu cara pengalihan hak atas tanah 

harus dilakukan dengan dukungan kepala suku atau kepala masyarakat 

hukum atau kepala desa agar perbuatan itu terang dan sahnya 

ditanggung kepala adat tersebut. Seiring perkembangan zaman, 

Terdapat perkembangan dari hukum agraria Indonesia Perkembangan 

ini didasari dengan suatu undang-undang. UUPA menyatakan secara 

tegas dalam pasal 5 bahwa hukum agraria di Indonesia menganut 

hukum adat, menganut di sini dapat diartikan sebagai “bersumber”, 

sehingga dapat dikatakan bahwa hukum agraria di Indonesia 

bersumber dari hukum adat. 

Berdasarkan perkembangan tersebut syarat terang (bukan perbuatan 

hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) 

dianggap telah dipenuhi bila jual beli tanah tersebut dilakukan di 

hadapan PPAT dengan menggunakan suatu akta yang ditandatangani 

para pihak. Akta ini menunjukkan secara nyata perbuatan hukum jual 

beli telah dilakukan, akta ini disebut dengan Akta Jual Beli (AJB). 

Syarat tunai dipenuhi bila peralihan hak atas tanah yang menjadi obyek 

jual beli menghasilkan peralihan penguasaan secara yuridis dan secara 

fisik sekaligus disertai dengan adanya pembayaran secara bersamaan. 

Asas terang dan tunai tersebut telah diturunkan menjadi norma-norma 

hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang 

sifatnya wajib dipenuhi saat proses jual beli tanah berlangsung. 
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Penulis berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang sangat pesat membuka peluang 

terjadinya perkembangan perbuatan hukum baru dalam bidang hukum 

agraria yaitu yang disebut dengan perbuatan hukum jual beli tanah 

secara elektronik. Perbuatan jual beli tanah yang melibatkan seluruh 

tahap dari tahap pembuatan AJB elektronik yang dilakukan secara 

telekonferensi dengan dibubuhi tanda tangan digital sampai dengan 

proses penerbitan sertifikat hak atas tanah elektronik. Tentu saja 

perbuatan hukum baru tersebut tetap harus memenuhi keabsahan jual 

beli tanah yaitu harus memenuhi syarat meteriil, syarat formil dan 

syarat prosedural (termasuk asas terang dan tunai dan sayarat teknis). 

Faktor pendukung lain yang menyebabkan penulis beranggapan bahwa 

akan ada perkembangan jual beli tanah ke arah elektronik adalah 

karena diterbitkannya Permen HT-el. Penulis beranggapan bahwa 

Permen HT-el tetap membuka peluang untuk suatu saat nanti akan 

dikenal suatu perbuatan hukum jual beli tanah secara elektronik. 

Permen HT-el ini tidak mencakup semua proses pemberian HT ini 

secara elektronik, melainkan hanya menggunakan sistem elektronik 

pada saat tahap pendaftaran APHT kepada kantor pertanahan, tidak 

menutup peluang bahwa nantinya perkembangan jual beli secara 

elektronik akan terjadi seperti perkembangan dalam pemberian HT ini.  

Salah satu syarat keabsahan dari jual beli tanah adalah keselarasan jual 

beli tanah dengan asas terang dan tunai. Asas terang dan tunai yang 

berasal dari hukum adat ini memang mengalami perkembangan seiring 

perkembangan teknologi informasi dan elektronik, namun perbuatan 

hukum jual beli tanah secara elektronik yang melibatkan pembuatan 

AJB yang dilakukan secara telekonferensi dengan dibubuhi tanda 

tangan digital tidak memenuhi asas terang dan tunai. Jual beli tanah 

secara elektronik dapat dikatakan tidak sesuai dengan pasal 22 ayat (1) 

PP tentang Jabatan PPAT yang mengharuskan pembuatan akta PPAT 
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dihadiri secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan 

termasuk PPAT dan dua orang saksi. Jual beli tanah secara elektronik 

ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN No 8 Tahun 2012 

khususnya pada lampiran 1a yang berisi Bentuk Akta Jual Beli. 

Berdasarkan lampiran tersebut terdapat frasa “Pada hari ini, (tanggal 

bulan tahun) telah hadir di hadapan saya…” yang berarti pembuatan 

AJB harus dilakukan dengan pertemuan secara langsung / fisik. 

Kesimpulannya bahwa dikarenakan dewasa ini peraturan yang sudah 

ada belum mengatur perbuatan hukum jual beli tanah secara elektronik 

yang melibatkan pembuatan AJB elektronik yang dilakukan secara 

telekonferensi dengan dibubuhi tanda tangan digital, maka dewasa ini 

jual beli tanah secara elektronik tidak sesuai dengan asas terang dan 

tunai. Berdasarkan analisis di atas, saat ini perbuatan jual beli tanah 

secara elektronik adalah perbuatan hukum yang tidak sah. Oleh karena 

itu penulis berpendapat bahwa perkembangan yang paling mungkin 

dalam hal jual beli tanah secara elektronik adalah perkembangan 

sistem seperti yang diatur dalam Permen HT-el yaitu penggunaan 

media elektronik hanya sebatas pelayanan pendaftaran ke kantor 

pertanahan saja agar perbuatan hukum ini tetap sesuai dengan asas 

terang dan tunai. Khususnya hanya dalam proses pendaftaran tanah 

bukan yang pertama kalinya yang harus mengukur dan memperhatikan 

data fisik dan data yuridis, melainkan pendaftaran tanah yang hanya 

berupa pemeliharaan / maintenance data yuridis saja. 

2. Status hukum dari AJB dan APHT adalah sebagai akta otentik yang 

merupakan suatu alat pembuktian yang sah apabila terjadi sengketa 

yang melibatkan tanah yang bersangkutan. Perkembangan peraturan 

yang dimuat dalam Permen HT-el telah mengakui adanya akta PPAT 

yang dikonversi ke bentuk dokumen elektronik. Menurut penulis 

kekuatan dari akta otentik elektronik sama dengan kekuatan 

pembuktian akta otentik konvensional yaitu memiliki kekuatan 
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pembuktian formil, materiil dan keluar. Keabsahan dari akta otentik 

elektronik ini dapat diakui sesuai dengan pasal 6 UU ITE sepanjang 

ada peraturan yang secara spesifik mengesampingkan pasal 5 ayat (4) 

UU ITE yang tidak mengakui keabsahan akta otentik elektronik. 

Permen tentang HT-el dalam hal ini sudah mengakui APHT dalam 

bentuk dokumen elektronik hasil pengonversian dari bentuk tertulis 

secara konvensional. 

Akta dapat berbentuk elektronik dan diakui keabsahannya sebagai alat 

bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU ITE, namun untuk 

akta otentik seperti AJB yang dibuat oleh atau di hadapan PPAT 

menurut pasal 5 ayat (4) khususnya huruf b, akta otentik elektronik 

tersebut dinyatakan tidak sah kecuali terdapat pengecualian yang 

mengesampingkan pasal 5 ayat (4) tersebut seperti tertuang dalam 

pasal 6 UU ITE. Namun sampai saat ini belum ada peraturan yang 

secara tegas menyatakan bahwa AJB dapat dibuat dalam bentuk akta 

elektronik atau dokumen elektronik, tidak seperti APHT yang sudah 

diakui bentuk elektroniknya dalam Permen HT-el. Berdasarkan dasar 

hukum dan argumen tersebut penulis menyatakan bahwa status AJB 

elektronik sebagai akta PPAT dalam hukum acara tidak dapat 

dijadikan alat pembuktian yang sah dan kuat, tidak seperti akta otentik 

atau AJB yang dibuat secara konvensional. 

5.2. Saran 

Jual beli tanah secara elektronik yang melibatkan pembuatan AJB yang 

dilakukan secara telekonferensi dengan dibubuhi tanda tangan digital 

sampai pada tahap penerbitan sertifikat hak atas tanah elektronik saat ini 

tidak dapat direalisasikan. Apabila hal ini ingin benar-benar direalisasikan 

di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan peraturan yang masif 

bahkan sampai mengubah UUPA, juga penerbitan peraturan baru yang 

harus dilakukan untuk mencegah adanya kekosongan hukum yang masif. 

Perubahan sistem jual beli tanah secara masif tersebut harus dilakukan 
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karena perbuatan hukum jual beli tanah secara elektronik bila 

direalisasikan sekarang ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang sudah berlaku.  Penulis beranggapan bahwa masih perlu 

banyak perkembangan peraturan apabila apa yang menjadi angan-angan 

penulis mengenai jual beli tanah secara elektronik secara utuh, baik dari 

tahap awal dimana para pihak berhadapan secara langsung atau fisik 

kepada PPAT dalam pembuatan AJB, sampai pada tahap akhir dimana 

kantor pertanahan menerbitkan sertipikat hak atas tanah tersebut dilakukan 

semuanya secara elektronik. Namun hal ini akan memerlukan waktu yang 

sangat lama bila ingin terjadi karena perubahan dan penyesuaian peraturan 

secara masif mengenai agraria dan dokumen elektronik juga 

pendaftarannya akan terpengaruh. 

Berdasarkan penjabaran di atas penulis berpendapat bahwa untuk sekarang 

ini akan lebih baik dan lebih memenuhi kepastian hukum apabila 

perbuatan jual beli tanah secara elektronik ini konsepnya sama dengan 

konsep HT-el, yaitu para pihak tetap harus hadir secara fisik kepada PPAT 

utuk membuat AJB dan seketika itu juga menandatanganinya, kemudian 

AJB konvensional tersebut dikonversikan ke dalam bentuk dokumen 

elektronik yang dapat digunakan hanya untuk pemeliharaan data atau 

pendaftaran tanah ke kantor pertanahan. Namun sebenarnya penulis 

berpendapat bahwa seharusnya sebelum menerbitkan peraturan baru yang 

mengatur tentang HT atau AJB elektronik seharusnya terdapat perubahan 

dalam tingkat undang-undang seperti perubahan UUHT, UUPA atau 

undang-undang lain yang relevan juga peraturan yang ada di bawahnya 

sehingga peraturan perundang-undangan akan lebih harmonis dan minim 

terjadinya pertentangan. Penulis juga beranggapan bahwa sebaiknya 

peraturan yang dibuat tentang HT atau AJB elektronik tersebut adalah 

dibuat dalam level undang-undang bukan peraturan menteri. Selain hal-hal 

tersebut, untuk mengisi kekosongan hukum yang akan terjadi bila 
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perbuatan pendaftaran AJB elektronik ini diakui. Menurut penulis terdapat 

beberapa hal yang perlu dilakukan. 

Pertama selain memperjelas peraturan yang sudah ada, diperlukan juga 

suatu peraturan baru yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan 

hukum jual beli tanah secara elektronik yang pengaturannya mirip dengan 

HT-el. Hal ini bisa dimulai dengan membuat peraturan yang mirip seperti 

Permen HT-el namun substansi berkaitan dengan jual beli elektronik 

termasuk sertipikat hak atas tanah elektronik. Kedua, perlu adanya 

peraturan teknis dalam melakukan pendaftaran dan pemeliharaan data AJB 

secara elektronik, penegasan peraturan mengenai keabsahan AJB dalam 

dokumen elektronik dalam pendaftaran, kekuatan pembuktian sertifikat 

hak atas tanah elektronik dan lain sebagainya. 
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